SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Harjono S. Kabupaten Ponorogo, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, perlu
diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
27305

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



4.

10.

i

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi
bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah;



Menetapkan :

13-

14,

15.

16.

1T,

18.

15,

20,

21.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 223/MENKES/SK/
1112002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 361/Menkes/SK/
V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan
dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013
Nomor 32);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kelola
RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2011 tentang Tata Kelola RSUD Dr. Harjono S.
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2013 Nomor 33);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO



Pasal |

Diantara huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 13 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
& Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 8) disisipkan 1 (satu) huruf yakni e.1.,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai RSUD maksimal
sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan fungsional RSUD yang
berasal dari akumulasi jasa.

(2) Insentif jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan pada Sistem Pembagian
Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun berdasarkan atas indikator :
a. Basie Index;
Kualifikasi/capacity index;
Resiko kerja/risk index;
Tingkat kegawatdaruratan/emergency index;
Jabatan yang disandang/ position index;
1. Status Kepegawaian; dan
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Kinerja.

(4) Indikator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut secara rinci
akan diatur oleh Direktur.

Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Maret 2017
BUPATI POUNORBOGO,

ttd
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 1-3-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO



BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

—

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016




